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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian 

PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional  telah merumuskan berbagai 

instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja 

penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei 

Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang 

tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. 

 

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi 

masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. 

Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, 

maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar perlu menyusun rencana tindak lanjut 

dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan 

agar proses continuous improvement dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan 

pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan public. 



BAB II 

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT 

 

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar 

periode semester 2 tahun 2024 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai 

unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Semester 2 Tahun 2024 

 

Berdasarkan pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi 

lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun 

sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk 

memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan 

baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan 

nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat 

pada tabel di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM 

 

 



BAB III 

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT 

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

No Rencana Tindak Lanjut Apakah RTL 

Telah 

Ditindaklanjuti 

(Sudah/Belum) 

Deskripsi Tindak 

Lanjut 

Dokumentasi 

Kegiatan 

Tantangan/Hambatan 

1 1.1 Berkoordinasi dengan OPD 

Teknis terkait untuk 

mengevaluasi prosedur waktu 

perizinan. 

Sudah Mengadakan koordinasi 

bersama tim teknis dari OPD 

terkait untuk mendiskusikan 

perihal jangka waktu 

penyelesaian perizinan 

Terlampir - 

 1.2 Mengadakan layanan izin 

daerah berbasis online untuk 

mempermudah dan mempercepat 

pelayanan 

Sudah Mengimplementasikan proses 

pengajuan izin daerah melalui 

SIM-IJIN untuk perijinan 

reklame, e-perizinan untuk 

perijinan PKL dan Kos-kosan 

dan masih akan bertambah 

fiturnya untuk pengajuan ijin 

daerah yang lain. 

Terlampir - 

2 2.1 Memberikan pelayanan yang 

sesuai dengan Standar Pelayanan 

yang telah dibuat. 

Sudah Menyesuaikan jenis pelayanan 

dengan standar pelayanan yang 

telah ditetapkan dan 

Terlampir - 



memberikan pelayanan prima 

agar masyarakat dapat  

 2.2 Mengkoordinasikan dengan 

OPD terkait mengenai Standar 

Pelayanan yang terbaru jika ada 

perubahan aturan tentang proses 

perizinan 

Sudah Mengadakan koordinasi 

bersama tim teknis dari OPD 

terkait untuk mendiskusikan 

Standar Pelayanan jika ada 

perubahan aturan 

Terlampir - 

3 Mengevaluasi kembali prosedur 

pelayanan perizinan bersama tim 

pelayanan perizinan 

Sudah Mengadakan koordinasi 

bersama tim teknis dari OPD 

terkait untuk mendiskusikan 

prosedur pelayanan perizinan 

jika ada perubahan aturan 

Terlampir 

 

- 

 

 

 

 

 



 

  



LAMPIRAN DOKUMENTASI TINDAK LANJUT 

1.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Screenshoot Aplikasi izin daerah berbasis ONLINE yaitu SIM-IJIN dan E-Perijinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Koordinasi bersama Tim Teknis Perizinan 

 



1. Mengadakan koordinasi bersama tim teknis dari OPD terkait untuk mendiskusikan prosedur 

pelayanan perizinan jika ada perubahan aturan

 

 


